Proyek Deklarasi ILO/AS
tentang
Memasyarakatkan dan Mewujudkan
Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat
Kerja kepada Kepolisian Republik Indonesia

PENDAHULUAN

Proyek ini dilaksanakan sebagai respons ILO terhadap kebutuhan akan pemahaman
yang lebih baik dari pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengenai prinsip-
prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, serta peran Polri dalam menangani
aksi mogok kerja, unjuk rasa pekerja dan penutupan perusahaan. Aksi-aksi tersebut
merupakan bagian dari proses perubahan menuju sistem hubungan industrial yang
lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak dasar pekerja dan pengusaha di
Indonesia.

Proyek dua tahun ini merupakan
bagian dari kerjasama teknis
bilateral antara Pemerintah
Amerika Serikat (AS) dengan
Pemerintah Indonesia  yang |
tertuang dalam  Amandemen |
Perjanjian tentang Pengendalian
Narkotika dan Penegakkan
Hukum tertanggal 23 Agustus
2000 yang ditandatangani Kepala
Kepolisian  Republik Indonesia
(Kapolri) dan Duta Besar Amerika
Serikat untuk Indonesia di
Jakarta pada 26 Februari 2003.
Sesuai dengan mandat yang diembannya, ILO dalam hal ini bertindak sebagai badan
pelaksana.

TUJUAN

Tujuan utama Proyek ini adalah membantu meningkatkan pemahaman dan
kapasitas kelembagaan Polri agar dapat menegakkan hukum dan ketertiban dalam
situasi-situasi perselisihan hubungan industrial tersebut secara lebih profesional
sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Hal ini pada gilirannya
diharapkan dapat membantu menciptakan hubungan industrial yang sehat, harmonis
dan produktif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin hak-
hak pekerja dan pengusaha Indonesia.
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MITRA

Dalam melaksanakan kegiatannya, Proyek ini menjalin kerjasama dengan Biro
Pengembangan Personel (Robangpers) dari Kanter Deputi Kapolri Bidang Sumber
Daya Manusia (DeSDM) dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo), serta konfederasi-konfederasi. serikat pekerja/buruh juga
dilibatkan sebagai nara sumber dan peserta dalam berbagai kegiatan Proyek.

WILAYAH JANGKAUAN

Berdasarkan surat Deputi Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (DeSDM) tanggal 1
November 2004, provinsi Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan ditambahkan
hingga jumlah provinsi yang dicakup oleh Proyek ini seluruhnya menjadi 9
(sembilan) provinsi.

Enam provinsi lainnya adalah Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,
D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur.

PENERIMA MANFAAT

Kegiatan Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada para
perwira dan anggota Polri di tingkat Markas Besar (Mabes), Kepolisian Resor
(Polres), dan Kepolisian Sektor (Polsek) di kesembilan provinsi tersebut.

Selanjutnya, para pejabat Depnakertrans, Disnaker, APINDO, serikat pekerja/buruh,
serta masyarakat umum diharapkan secara tidak langsung mendapatkan manfaat
dari pelaksanaan program dan kegiatan Proyek.

KEGIATAN-KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Sejak diluncurkan tanggal 28 Januari 2004, Proyek telah melaksanakan berbagai
kegiatan berikut:

Kajian Cepat

M Studi awal (baseline study) tentang pemahaman dan kapasitas Polri dalam
melaksanakan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja serta
penanganan aspek-aspek hukum dan ketertiban dalam perselisihan hubungan
industrial di enam provinsi yang dicakup Proyek. Hasil studi ini akan digunakan
sebagai indikator untuk mengukur efektivitas kegiatan-kegiatan selama Proyek
berjalan serta dampak yang ditimbulkan setelah pelaksanaannya.



Program Pelatihan

Pelatihan 30 (tiga puluh) perwira menengah
Polri dari lembaga pendidikan serta kantor
kewilayahan - di- provinsi-provinsi  tersebut
kecuali Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi
Selatan sebagai Pelatih Utama.

M Pelatihan dan brfefing sosialisasi untuk sekitar
220 perwira Polri di tingkat Polda, Polres dan

olsek di Provinsi DKI Jakarta, Sumatra Utara,
D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur
dan Jawa Barat. Pelatihan ini juga melibatkan
42 wakil Disnaker, APINDO dan serikat
pekerja/buruh. Peserta perempuan berjumlah
sekitar 75 orang dari keseluruhan peserta
pelatihan.

Panduan Tindakan Polri

M Penyusunan rancangan akhir dari Buku Panduan Tindakan Polri tentang
Penegakkan Hukum dan Ketertiban dalam Perselisihan Hubungan Industrial, yang
akan disahkan oleh Kapolri.

Video Pelatihan

M Bekerjasama dengan International Criminal Investigative Training Assistance
Program (ICITAP) dari Departemen Kehakiman AS, telah diproduksi video
pelatihan penanganan mogok kerja dan unjuk rasa.

Paket Informasi

M Dalam upaya meningkatkan
pemahaman dan mempromosikan
program kegiatan kepolisian,
Proyek telah menerbitkan berbagai
materi informasi dan promosi
kegiatan program berupa poster
dan brosur.

KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan hingga pertengahan tahun
2005 ini:
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Peluncuran Buku Panduan Tindakan Polri tentang Penegakkan Hukum dan
Ketertiban dalam Perselisihan Hubungan Industrial oleh Bapak Kapolri. Acara ini
juga akan dihadiri oleh Direktur Kantor ILO di Jakarta, Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Duta Besar AS untuk Indonesia, Ketua Umum APINDO, KSPSI,
KSPI dan KSBSI, serta kurang lebih 100 undangan dari unsur tripartit, badan
internasional, akademisi dan jurnalis. Kegiatan ini diusulkan.untuk..diadakan
tanggal 21, 22, 23, atau 24 Maret 2005.

Penyebarluasan Buku Panduan tersebut kepada pejabat dan anggota Polri terkait
di seluruh provinsi di Indonesia, serta wakil-wakil unsur tripartit.

Mars bervbah!

Pemasangan poster besar (baliho) ukuran 8 x 4
meter di Kantor Mabes Polri dan Polda Metro
untuk mempromosikan upaya reformasi yang
telah dilakukan Polri, khususnya sehubungan
dengan pelaksanaan perannya dalam
penanganan perselisihan hubungan industrial.

Memberikan  pelatihan  tentang  Metode
Pelatihan bagi 150 Pelatih Utama Fungsi Polri
dari seluruh Polda di Indonesia yang akan
dilaksanakan tanggal 13-15 Maret 2005.

Pelatihan dan briefing sosialisasi di Provinsi
Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau,
serta provinsi-provinsi lainnya seperti
disebutkan di atas.



